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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4

Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun

2021–2041 menjadi pedoman utama dalam pembangunan

jalan di Kota Bengkulu yang berorientasi pada keterpaduan

penataan ruang dan keberlanjutan. Pembangunan jalan

diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah,

mendukung kawasan strategis dan pariwisata, serta

memperlancar distribusi barang dan jasa. Meskipun telah

sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

implementasinya masih menghadapi kendala seperti

keterbatasan anggaran, tumpang tindih pemanfaatan ruang,

dan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan

konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan

pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan RTRW dapat

tercapai hingga tahun 2041.

2. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, implementasi Perda

Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 terhadap pembangunan

jalan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

telah berjalan sesuai prinsip kemaslahatan. Hal ini tercermin

dari pelaksanaan pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bengkulu yang
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mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan

dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bengkulu, sebaiknya memprioritaskan

penggunaan anggaran yang tersedia untuk pembangunan

serta pemeliharaan infrastruktur jalan dibandingkan sektor

pembangunan lainnya. Hal ini didasarkan pada kondisi jalan

di beberapa kecamatan di kota bengkulu yang sebagian

masih belum beraspal, padahal infrastruktur jalan

merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah disarankan

untuk meningkatkan alokasi anggaran tahunan bagi

pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya tambahan

dana, kendala kekurangan anggaran dapat diatasi sehingga

pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah dapat diwujudkan secara

berkelanjutan.
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